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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi masalah manajemen pelatihan pengawasannorma K3
dianggap kurang efektif untuk dapat memutuskan kebijakan yang tepat mengenai tindak lanjutpelatihan ini. 30
anggota Safety Committee dari 16 pabrik CPO pada delapan kabupaten di wilayah Sumatera Utara sebagai
peserta pelatihan dan LLKS-K3 serta pimpinan masing-masing menjadi objek penelitian ini. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan model Context, Input, Process, Product (CIPP) dari
Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelatihan, perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan evaluasitelah dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik dengan capaian nilai postes peserta
berada pada kriteria cukup atau nilai antara 41 sampai 60. Namun, seluruh nilai praktik peserta pelatihan
mengenai pemeriksaan penerapan norma K3 untuk menemukan masalah K3 dan pemecahan masalahnya di
pabrik CPO sangat kurang yakni antara 21 sampai 40.Hasil evaluasi instruktur berada pada kriteria baik atau
nilainya antara 61-80. Hasil evaluasi seluruh peserta pelatihan terhadap instruktur, tim pelaksana pelatihan,
sarana dan prasarana, proses pembelajaran dinilai baik. Meskipun demikian, peserta menilai bahwa durasi yang
tersedia untuk pembelajaran teori tergolong cukup, tetapi untuk praktikum sangat kurang dan perlu dievaluasi
lagi.Walaupun manajemen pelatihan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, hasilnya sisi pengetahuan
cukup efektif tetapi sisi keterampilan praktik kurang efektif. Kurikulum pelatihan perlu ditinjau kembali dan
waktunya ditambah sesuai dengan kebutuhan.Peserta pelatihan pengawasan norma K3 berjumlah 30 orang
anggota SafetyCommittee pada 16 pabrik CPO di lingkungan PTPN-IV tersebut perlu ditingkatkan
keterampilannya dalam hal pemeriksaan penerapan K3 di pabrik CPO guna menemukan masalah K3 beserta
saran pemecahan masalahnya.
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1. PENDAHULUAN

Kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada
tahun 2019 sebanyak 114.000 kasus dan tahun 2020
sebanyak 117.000 kasus (Badan Pusat Statistik,
2020). Sepanjang bulan Januari 2021, di Sumatera
Utara terjadi 12.272 kasus kecelakaan kerja, dimana
jumlah tersebut klaim sebesar lebih dari delapan
milyar  rupiah  telah dibayar oleh  BPJS
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan Sumatera
Utara, 2021). Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah
perusahan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir
sebelum adanya pandemi Covid-19 terdapat pada
Tabel 1.
Tabel.1. Jumlah perusahaan di IndonesiaBadan Pusat

Statistik, 2020

Jumlah Jumlah yang
No. Tahun Perusahaan yang tergolomg
tergolong Micro Perusahaan kecil
1. 2017 145.716 6.750
2. 2018 133.211 7.397
3. 2019 122.524 4.620

Sebenarnya dari sejak jaman penjajahan
Belanda, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di

Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah
kolonial, yang antara lain dibuktian dengan adanya

Peraturan Keselamatan Kerja  (Veleigheids
Regelemene) tahun 1910 dan Undang-Undang Uap
(Stoom Ordonantie) tahun 1930. Veleigheid

Reglemene tahun 1910 sudah ketinggalan dengan
perkembangan teknik dan teknologi, bersifat represif,
ruang lingkupnya terlalu sempit, maka pada tahun
1970 dicabut dan diganti dengan Undang-undang
No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,
sedangkan Stoom Ordonantie 1930 masih berlaku
hingga saat ini.

Menurut Wirawan (2015:543), keselamatan
Kerja adalah kondisi dimana para pekerja selamat,
tidak mengalami kecelakaan dalam melaksanakan
tugas dan pekerjaannya. Sedangkan kesehatan kerja
adalah penerapan ilmu kesehatan/kedokteran di
bidang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk
mencegah penyakit yang timbul akibat Kerja,
mempertahankan dan meningkatkan kesehatan para
pekerja/buruh untuk meningkatkan kinerja mereka.
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Menurut Tarwaka (2008:2), secara keilmuan,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) didefinisikan
sebagai ilmu dan penerapannya secara teknis dan
teknologis untuk melakukan pencegahan terhadap
munculnya kecelakaan kerja dan dan penyakit akibat
kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Dari sudut
pandang ilmu hukum, K3 didefinisikan sebagai suatu
upaya pelindungan agar setiap tenaga kerja dan orang
lain yang memasuki tempat kerja senantiasa dalam
keadaan sehat dan selamat serta agar sumber-sumer
produksi proses produksi dapat dijalankan secara
aman, efisien dan produktif.

Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa
sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terbesar di dunia.
Jumlah pabrik CPO di Indonesia seluruhnya 391 unit
(Sawit, 2013). Menurut hasil observasi di lapangan,
setiap pabrik CPO menggunakan peralatan produksi
yang sangat dibutuhkan dalam proses produksinya
yaitu: (1) Pesawat Uap, (2) Bejana Tekanan, (3)
Tangki Timbun, (4) Pesawat angkat, (5) Pesawat
angkut, (6) Pesawat Tenaga, (7) Pesawat Produksi.
Selain itu juga menggunakan generator listrik dan
Instalasi listrik sarta memakai bahan yang mudah
terbakar dan bahan mudah meledak, sehingga dapat
tembul kecelakaan kerja di tempat kerja apabila di
perusahaan Yyang bersangkutan tidak memenuhi
peraturan perundangan K3 yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang
Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi Sumatera Utara, pernah terjadi peristiwa
kecelakaan kerja yaitu meledaknya Pesawat Uap pada
pabrik CPO di Kota Pinang dan salah satu pabrik
CPO di Perlabian, Sumatera Utara.Sedangkan
peristiwa kebakaran di salah satu pabrik CPO dalam
bulan Januari 2022 terjadi di Simalungun (Sumatera
Bisnis, 2022).

Menurut Tarwaka (2008:5), kecelakaan kerja
adalah suatu kejadian yang jelas tidak dihendaki dan
seringkali tidak terduga semula yang dapat
menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau
properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam
suatu proses kerja industri atau yang berkaitan
dengannya.Menurut Peraturan Pemerintah No0.50
Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3), setiap perusahaan
yang mengandung risiko bahaya tinggi wajib
membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3). Pada lampiran IPeraturan
Pemerinteh tersebut dinyatakan bahwa “P2K3 adalah
badan pembantu di tempat kerja yang merupakan
wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk
mengembangkan kerjasama saling pengertian dan
partisipasi efektif dalam penerapan K3. Keanggotaan
K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang
tediri dari ketua, sekretaris, dan anggota. P2K3
mempunyai fungsi memberikan saran
danpertimbangan baik diminta maupun tidak kepada
pengusaha atau pengurus mengenai masalah Ka3.
Sebagai Sekretaris P2K3 (Safety Officer) harus Ahli
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AK3) yang

memiliki sertifikat pelatihan calon AK3 yang
diselenggarakan oleh Kemnaker atau Lembaga
pelatihan yang diakui Kemnaker.Pada peraturan
pelaksanaan pasal 10 Undang-undang Keselamatan
Kerja, vaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No.Per.02/Men/1992 tentang Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja disebukan bahwat Ahli Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (AK3), berkewajiban sebagai
berikut: ~ (1)Membantu mengawasi pelaksanaan
peraturan perundangan K3 sesuai dengan bidang
yang ditentukan dalam keputusan penunjukannya,
(2)Memberikan laporan kepada Menteri Tenaga
Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil
pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
()Untuk AK3 di tempat kerja satu kali dalam tiga
bulan, (b)Untuk AK3 di perusahaan yang
memberikan jasa dibidang K3 setiap saat setelah
selesai melakukan kegiatannya, (c)Merahasiakan
segala keterangan tentang rahasia perusahaan/instansi
yang didapat berhubung dengan jabatannya.

Adapun wewenangnya yaitu sebagai berikut:
(1) Memasuki tempat kerja sesuai dengan keputusan
penunjukan, (2)Meminta keterangan dan atau
informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3
sesuai dengan keputusan penunjukannya,
(3)Memonitor, memeriksa, menguji, menganalisa,
mengevalusi dan memberikan persyaratan serta
pembinaan K3 meliputi: (1) Keadaan dan fasilitas
tenaga kerja, (2) Keadaan mesin-mesin, pesawat, alat-
alat kerja, instalasi serta peralatan lainnya, (3)
Penanganan bahan-bahan, (4) Proses produksi, (5)
Sifat pekerjaan, (6) Lingkungan Kerja.

Menurut data yang ada, setiap pabrik CPO di
Sumatera Utara telah terbentuk Safety Commitee dan
sudah memiliki  seorang AK3 yang merangkap
jabatan sebagai Sekretaris P2K3 (Safety Officer)
masing-masing AK3 telah memiliki sertifikat calon
AK3 dan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) dari
Kementerian Ketenagakerjaan.Terkait dengan kinerja
P2K3 termasuk AKS3, sebagian pabrik CPO di
Sumatera Utara ada yang telah berhasil memperoleh
piagam penghargaan Zero Accident dan Sertifkat
Bendera Emas SMK3 dari Pemerintah Republik
Indonesia (Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Disnaker  Provsu, 2021).Halini memungkinkan
adanya dampak positif terhadap kelancaran ekspor
CPO ke negara-negara eropa terkait dengan sebagian
persyaratan dalam RSPO.

Dari informasi yang didapat dari pimpinan
beberapa pabrik CPO di Sumatera Utara, bahwa
penerapan norma K3 di unit perusahaan yang
dipimpinnya masih belum optimal sebab audit
internal maupun eksternal kadangkala masih
ditemukan ketentuan di dalam peraturan-perundangan
bidang K3 yang belum dilaksanakan. Mengingat
cakupan tugas seorang AK3 yang demikian luas itu,
pimpinan perusahaan memutuskan kebijakan bahwa
anggota P2K3 yang dipilih pimpinan harus mampu
membantu AK3 mengawasi pelaksanaan peraturan
perundangan K3 di tempat kerja. Oleh karena itu,
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kepada mereka perlu dibekali pengetahuan
K3khususnya pengawasan norma K3 dengan harapan
mampu mengidentifikasi pelanggaran norma K3 yang
terjadi dan menginformasikannya kepada AK3 guna
tindak lanjutnya. Terdapat kesenjangan antara tugas

dan kompetensi yang terjadi tersebut dimana
kompetensi  anggota P2K3 belum memadai
bandingkan tugas vyang diembannya, maka
berdasarkan  pertimbangan  tersebut  pimpinan

perusahaan pabrik CPO mengambil kebijakan bahwa
setiap anggota P2K3 harus dibekali pengetahuan
norma K3 melalui pelatihan.

Penyelenggaraan pelatihan norma K3 bagi
anggota P2K3 dilakukan dengan kerjasama antara
pimpinan perusahaan pabrik CPO dengan LLKS-K3
Emcotama yang merupakan salah satu Lembaga
Latihan Kerja Swasta bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (LLKS-K3) di Sumatera Utara
dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah
No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko dan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No.6 Tahun 2021 tentang penetapam
standar kegiatan usaha dan atau produk pada
penyelenggaraan berusaha berbasis risiko sektor
Ketenagakerjaan, dan Permenaker No.
Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

Menurut Kamil dalam Rusman (2021:32)
didefinisikan bahwa pelatihan sebagai serangkaian
aktivitas yang dilaksanakan untuk meningkatkan
keterampilan, pengetahuan, pengalaman, keahlian
ataupun perubahan sikap dari individu dalam waktu
yang relatif singkat dan lebih mengutamakan praktik
dari pada teori. Namun, teori lain oleh Zhao, McCoy,
Kleiner & Feng (2016) menyatakan pelatihan menjadi
efektifapabila melalui pendekatan langsung untuk
memecahkan masalah. Tetapidalam situasi kehidupan
nyata, program pelatihan K3 ternyata tidakseefektif
mungkin. Kurangnya efektivitas inidapat dikaitkan
dengan konten pelatihan K3 sertasifat industri itu
sendiri.

Penelitian oleh Frick, Jensen, Quinlan, dkk.
(2000), Nichols dan Tucker (2000) menemukan
bahwa Program K3 sangat dibutuhkan di beberapa
bidang untuk menginformasikan praktik dan
pengembangan kebijakan dengan lebih baik. Menurut
Terry (1977), Kebijakan dapat diartikan sebagai area
dimana suatu keputusan dibuat yang arahnya bersifat
umum.Sejalan dengan pendapat tersebut Robbin dan
Coulier (2016), kebijakan merupakan panduan yang
berupa parameter-parameter yang dapat digunakan
untuk membuat keputusan. Di sisi lain, penelitian
oleh Podgdrski (2021) menemukan bahwa pemangku
kepentingan  masih  memiliki  harapan  pada
pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja yang
lebih baik, dan pada peningkatan kondisi Kerja, ini
menunjukkan bahwa pendekatan baru sekarang
diperlukan untuk memastikan efektivitas K3,
termasuk pengembangan metode baru yang akan
memfasilitasi pengukuran status operasional K3 yang

ditujukan pada peningkatan nyata dari
manajemen K3.

Sehubungan dengan adanya kesenjangan
fenomena, kesenjangan teori, dan kesenjangan studi
tersebut diatas,perlu dilakukan penelitian untuk
memastikan apa yang menjadi masalah pelatihan
dianggap kurang efektif dengan harapan dapat
sebagai masukan bagi para pimpinan perusahaan
pengirim peserta pelatihan untuk dapat memutuskan
“kebijakan” yang tepat mengenai bagaimana tindak
lanjutnya.

praktik

2. METODE

Penelitian dilakukan terhadap 30  orang
anggota Safety Committee dari 16 pabrik CPO pada
delapan kabupaten di wilayah Sumatera Utara. Objek
penelitiannya adalah peserta pelatihan dan LLKS-K3
serta pimpinan masing-masing peserta pelatihan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif ~dengan model CIPP.Model CIPP
dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun
1966 yang menyatakan bahwa model evaluasi CIPP
merupakan model evaluasi komprehensif yang
memiliki fungsi formatif dan fungsi normatif.

CIPP adalah singkatan dari Context, Input,
Proces, Product. Keempat komponen evaluasi terebut
merupakan satu rangkaian yang utuh, dalam
pelaksanaannya evaluator dapat menggunakan satu
atau kombinasi dari dua atau lebih komponen
evaluasi (Stufflebeam and G. Zhang, 2017).Context
Evaluation bertolak dari pertanyaan apa Yyang
dibutuhkan? Tujuan evaluasi konteks adalah untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
sesuatu yang dievaluasi (Doyok, 2021).

Komponen berikutnya dalam model CIPP
adalah evaluasi masukan(Input Evaluation). Evaluasi
masukan membantu mengatur keputusan yang
berkaitan dengan rencana dan strategi untuk
mencapai tujuan. Fokus kajian evaluasi masukan
seperti: (1) sumber daya manusia, (2) sarana dan
peralatan pendukung, (3) dana anggaran, dan (4)
berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan
(Djuanda, 2020).

Komponen berikutnya dalam model CIPP
adalah evaluasi proses (Process Evaluation)
dilakukan untuk memantau, mengumpulan informasi
dan menyusun laporan mengenai implementasi
perencanaan program. Evaluasi ini menyediakan
feedback atau masukan kepada stakeholder untuk
menilai perkembanganprogram.Stakeholder dapat
menggunakan informasi hasil evaluasi ini untuk
mengetahui apakah terdapat kekurangan dalam
pelaksanaan program, baik strategi maupun capaian
program (Stufflebeam and G.Zhang, 2017).

Komponen berikutnya model CIPP adalah
evaluasi produk(product evaluation). Pada komponen
ini evaluator mengidentifikasi hasil pelaksanaan
program, baik hasil jangka pendek maupun jangka
panjang. Evaluasi ini mengukur keberhasilan program
berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil
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evaluasi produk akan menjadi masukan bagi
stakeholders untuk  menentukan  keberlanjutan
program (Anisaturrahmi, 2021).Berpedoman kepada
peraturan perundangan K3 yang berlaku, evaluator
dapat merumuskan objek yang menjadi target
evaluasi pada setiap komponen evaluasi model CIPP.
Selain itu untuk mendapatkan informasiyangholistik,
evaluator perlu mengidentifikasi berbagai pihak
stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan
pelatihan Norma K3 tersebut.

Teknik pengumpulan data, teknik analisis
data, penetapan Kiriteria evaluasi, dan target
keputusan juga tidak boleh diabaikan oleh evaluator.
Terkait dengan penetapan Kriteria evaluasi, penentuan
kriteria tergantung pada sudut pandang evaluator dan
kesepakatan  bersama antara  evaluator dan
stakeholder (Minsih, 2018).Teknik pengumpulam
data dilakukan dengan observasi, wawancara dan
dokumentasi.Alat ~ observasi  yang  digunakan
berbentuk catatan lapangan dan wawancara. Data
dokumentasi berupa foto untuk memperkuat hasil
penelitian. Data dievaluasi dengan menggunakan
model evaluasi CIPP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen konteks terdiri dari analisis
kebutuhan calon peserta pelatihan dan instruktur yang
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam
perencanaan. Komponen input terdiri dari sumber
daya manusia, sarana dan prasarana yang digunakan
dan lokasi pelatihan.Komponen proses berupa
rancangan desain model pelatihan,pengembangan
model, pelaksanaan pelatihan. Komponen proses
berupa rancangan desain  model pelatihan,
pengembangan model, pelaksanaan pelatihan,
evaluasi pelatihan dan tindak lanjutnya. Komponen
produk adalah tingkat ketercapaian kelulusan yang
telah ditetapkan.

Dari fakta yang diperoleh dari Tim pelaksana
berupa jadwal pelatihan, mata pelajaran yang
disampaikan kepada peserta pelatihan selama 2 hari
atau 20 jam pelajaran (JP) sebagai berikut:

(1) Mata pelajaran Norma K3 meliputi: (a)Norma
K3 bidang Pesawat Uap, 2 JP, (b)Norma K3
bidang Bejana Tekanan & Tangki Timbun, 2 JP,
(c) Norma K3 bidang Mekanik, 2 JP, (d)Norma
K3 bidang Lisrik, 2 JP, (e)Norma K3 bidang
Penanggulangan kebakaran, 2 JP, (f). Norma K3
pada kegiatan konsruksi bangunan,2 JP, ().
Norma K3 bidang Lingkungan Kerja, 2 JP, (h).
Norma K3 bidang Kesehatan Kerja, 2 JP.

(2) Praktikum pemeriksaan (identifikasi  dan
pemecahan masalah) penerapan Norma K3 di
sebuah pabrik CPO, 2 JP

(3) Waktu untuk Pretes dan Postes: 2 JP.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu
responden tentang kriteria peserta yang akan
mengikuti pelatihan dan instruktur, seperti yang
diungkapkan Manajer LLKS-K3 (WWCR-01) bahwa:
“Peserta pelatihan adalah harus memenuhi kriteria

yaitu karyawan dari pabrik CPO, pendidikan minimal
D3, sedangkan instruktur harus memenuhi kriteria
pendidikan minimal S1, memiliki sertifikat calon
AK3 dari Kemnaker RI, memiliki SKP sebagai AK3
yang diterbitkan Kemnaker RI, memiliki Sertifikat
TOT dari Kemnaker RI, pengalaman sebagai AK3
dan Instruktur K3 minimal 5 tahun”

Salah satu anggota tim pelaksana yang
mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-02)
mengemukakan bahwa: “Peserta pelatihan memenuhi
kriteria karyawan dari pabrik CPO, pendidikan
minimal D3, sedangkan instruktur harus memenuhi
kriteria pendidikan minimal S1, bersertifikat calon
AK3 dari Kemnaker RI, memiliki SKP sebagai AK3
yang diterbitkan Kemnaker RI, memiliki Sertifikat
TOT dari Kemnaker RI, pengalaman sebagai AK3
dan instruktur K3 minimal 5 tahun”

Penjelasan diatas diperkuat oleh Ketua
(WWCR-03) bahwa: “Peserta pelatihan adalah harus
memenuhi kriteria karyawan dari pabrik CPO,
pendidikan minimal D3, sedangkan instruktur harus
memenuhi  kriteria  pendidikan  minimal  S1,
bersertifikat calon AK3 dari Kemnaker RI, memiliki
SKP sebagai AK3 yang diterbitkan Kemnaker RI,
memiliki  Sertifikat TOT dari Kemnaker RI,
pengalaman sebagai AK3 dan Instruktur K3 minimal
5 tahun”.

Berdasarkan isi wawancara tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa kriteria peserta pelatihan
dan kriteria instruktur telah direncanakan dengan
matang.

Dari hasil wawancara kepada salah satu
responden tentang sumber dayaprogram pelatihan,
seperti  yang diungkapkan Manajer LLKS-
K3(WWCR-04) bahwa: “Telah ada perencanaan yang
konkrit mengenai tim pelaksana adalah gabungan
yang terdiri dari Manajer LLKS-K3, dan dua orang
dari unsur yang mewakili perusahaan pengirim
peserta yang masing-masing telah dibagi deskirpsi
pekerjaannya, biaya pelatihan disediakan oleh
perusahaan pengirim peserta yang jumlahnya telah
ditetapkan bersama, sarana prasarana yang disediakan
berupa: ruang belajar, LCD, layar dan white board,
bahan ajar, note book, pena, stabilo, lembar pretes,
pabrik CPO sebagai tempat praktik dan ujian praktik.
dan lembar postes”.

Salah satu anggota tim pelaksana yang
mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-05)
mengemukakan bahwa: “Telah ada perencanaan yang
konkrit mengenai tim pelaksana gabungan yang
terdiri dari Manajer LLKS-K3, dan dua orang dari
unsur yang mewakili perusahaan pengirim peserta
yang masing-masing telah dibagi job description nya,
biaya pelatihan disediakan oleh perusahaan pengirim
peserta yang jumlahnya telah ditetapkan bersama,
sarana prasarana yang disediakan berupa: ruang
belajar, LCD, layar dan whiteboard, bahan ajar, note
book, pulpen, stabilo, lembar pretes, pabrik CPO
sebagai tempat praktik dan ujian praktik dan lembar
postes”.
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Penjelasan diatas diperkuat oleh Ketua
(WWCR-06) bahwa: “Telah ada perencanaan yang
konkrit mengenai tim pelaksana gabungan yang
terdiri dari Manajer LLKS-K3, dan dua orang dari
unsur yang mewakili perusahaan pengirim peserta
yang masing-masing telah diberikanjob description,
biaya pelatihan disediakan oleh perusahaan pengirim
peserta yang jumlahnya telah ditetapkan bersama,
sarana prasarana yang disediakan berupa: ruang
belajar, LCD, layar dan whiteboard, bahan ajar, note
book, pulpen, stabilo, lembar pree test, pabrik CPO
sebagai tempat praktik dan ujian praktikdan lembar
postes”.

Berdasarkan isi wawancara tersebut dapat
disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya telah
disusun secara konkrit.

Dari hasil wawancara dengan salah satu
responden tentang Model pelatihan program
pelatihan, seperti yang diungkapkan Manajer LLKS-
K3 (WWCR-07) bahwa desain model pelatihan yang
ditetapkan bersama adalam model pelatihan berbasis
kompetensi. Salah satu anggota tim pelaksana yang
mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-08)
mengemukakan bahwa desain model pelatihan yang
ditetapkan bersama dalam model pelatihan berbasis
kompetensi”.

Penjelasan diatas diperkuat oleh Ketua
(WWCR-09) bahwa: “Desain model pelatihan yang
ditetapkan bersama adalah model pelatihan berbasis
kompetensi”.

Berdasarkan uraian isi wawancara tersebut
dapat disimpulkan bahwa model pelatihan telah
ditentukan  bersama vyaitu pelatihan  berbasis
kompetensi.

Dari hasil wawancara kepada salah satu
responden tentang rencana pelaksanaan program
pelatihan, seperti yang diungkapkan Manajer LLKS-
K3 (WWCR-10) bahwa‘Pelatihan dilaksanakan pada
tanggal 28 dan 29 Meret 2022 (20 JP)”.

Salah satu anggota tim pelaksana Yyang
mewakili perusahaan pengirim peserta(WWCR-11)
mengemukakan bahwa: “Pelatihan dilaksanakan pada
tanggal 28 dan 29 Maret 2022 (20 jam
pelajaran)”.Salah satu anggota tim pelaksana yang
mewakili perusahaan pengirim peserta(WWCR-12)
mengemukakan bahwa: “Pelatihan dilaksanakan pada
tanggal 28 dan 29 Maret 2022 (20 JP)”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas
maka dapat disimpulkan bahwa waktu pelatihan telah
direncanakan dengan matang, yaitu pelatihan
dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Maret 2022 (20
JP).Dari wawancara kepada salah satu responden
tentang rencana evaluasi pelatihan dan evaluasi
pelaksanaan program pelatihan, seperti yang
diungkapkan Manajer LLKS-K3 (WWCR-13) bahwa:
“Ujian teori berupa pretes, praktikum, ujian praktik
dan angket evaluasi dari peserta pelatihan terhadap
Pelaksanaan program pelatihan akan dilaksanakan”.

Salah satu anggota tim pelaksana yang
mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-14)

mengemukakan bahwa: “Ujian teori berupa pretes,
praktikum, ujian praktik dan angket evaluasi dari
peserta pelatihan terhadap Pelaksanaan program
pelatihan juga harus dilaksanakan”.

Salah satu anggota tim pelaksana yang
mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-15)
mengemukakan bahwa: “Ujian teori berupa pretes,
praktikum, ujian praktik dan angket evaluasi dari
peserta pelatihan terhadap Pelaksanaan program
pelatihan juga harus dilaksanakan”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa ‘“Ujian teori berupa pretes,
praktikum, ujian praktik dan angket evaluasi dari
peserta pelatihan terhadap pelaksanaan program
pelatihan direncanakan harus dilaksanakan.

Tabel 2. Analisis Perencanaan Program Pelatihan K3

No. Aspek R TR Keterangan
1 Kriteria v X Pend. Minimal D3
peserta
2 Kriteria v X Pendidikan Minimal S1,
instruktur bersertifikat AK3, bersertifikat
TOT, pengalaman minimal 5
tahun
3 Sumber v X (1) Tujuan pelatihan:jelas,

Daya (2) Kurikulum telah siap. (3)
Manusia Tim pelaksana pelatihan terdiri
dari unsur yang  mewakili
perusahaan  pengirim peserta
dan  manajer LLKS-K3.
(4) Biaya pelatihan perusahaan
pengirim peserta yang
jumlahnya  telah ditetapkan
bersama.

(5) Sarana prasarana
yangdisediakan berupa: (a)
Ruang belajar, (b) LCD dan
White board, (c) Bahan ajar,
ATK, (d) Lembar Pretes
(6) Pabrik CPO sebagai
tempat praktik dan ujian

praktik.
(7)Lembarpostes
4 Model v X Model pelatihan berbasis
Pelatihan kompetensi.
5 Pelaksanaa | v X Direncanakan dilaksanakan
n tanggal 28 dan 29 Maret
2022 (20 JP).
6 Evaluasi v X Ujian teori berupa Postes, Ujian
Praktik.

Evaluasi terhadap
pelaksanaan pelatihan.

(Ket: R direncanakan, TR tidak direncanakan)

Pelaksanaan pelatihan semestinya berpedoman
kepada perencanaan yang telah disusun. Untuk
mengetahui apakah pelaksanaannya telah sesuai
dengan perencanaan, kemudian dilakukan wawancara
dengan beberapa pihak. Dari wawancara kepada salah
satu responden tentang kriteria peserta pelatihan yang
hadir , seperti yang diungkapkan oleh Manajer
LLKS-K3 (WWCR-16) bahwa: “Seluruh peserta
pelatihan berlatar belakang pendidikan D3 dan S1,
serta merupakan karyawaan dari pabrik CPO”.

Salah satu anggota tim pelaksana yang
mewakili perusahaan pengirim peserta (WWCR-17)
mengemukakan bahwa: “Seluruh peserta pelatihan
berlatar belakang pendidikan D3 dan S1, serta
merupakan karyawaan dari pabrik CPO”.Salah satu
anggota lainnya di tim pelaksana yang mewakili
perusahaan pengirim peserta (WWCR-18)
mengemukakan bahwa: “Seluruh peserta pelatihan
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berlatar belakang pendidikan D3 dan S1, serta
merupakan karyawaan dari pabrik CPO”.

Mengenai instruktur, dari hasil wawancara
dengan Ketua tim pelaksana (WWCR-19 dikatakan
bahwa “Instruktur yang mengajar di kelas maupun di
ppraktik,telah bersertifikat dan ber SKP AK3 dari
Kemnaker RI, memiliki sertifikat TOT dari
Kemnaker dan pengalaman kerja sebagai AK3 sudah
lebih dari 5 tahun”. Salah satu anggota tim pelaksana
yang mewakili perusahaan pengirim peserta
(WWCR-20) mengemukakan bahwa: “Instruktur
yang mengajar di kelas maupun di praktik,telah
bersertifikat dan ber SKP AK3 dari Kemnaker RI,
memiliki sertifikat TOT dari Kemnaker dan
pengalaman kerja sebagai AK3 sudah lebih dari 5
tahun sesuai rencana yang telah ditetapkan”. Dari
lembar angket yang diisi oleh peserta pelatihan
(WWCR-21) menyatakan bahwa “Instruktur yang
mengajar di kelas maupun di praktik Instrukturnya
dinilai baik dalam hal penguasaan materi, sistematika
penyajian, sikap dan perilaku, penggunaan bahasa,
pemberian motivasi belajar kepada peserta, daya
simpati, gaya dan sikap terhadap peserta, dan cara
berpakaian. Hanya saja, jam pelajaran untuk praktik
pemeriksaan penerapan norma K3 di pabrik CPO
tempat praktikum waktunya sangat singkat, hanya
sekitar 120 menit sehingga peserta belum mampu
menemukan pasal-pasal dalam peraturan
perundangan K3 yang belum dilaksanakan sehingga
pada akhirnya belum mampu memberikan saran-
saran perbaikannya”.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat
disimpulkan bahwa instruktur pada pelatihan ini
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan
melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi pada saat
membimbing praktik pemeriksaan penerapan norma
K3 di pabrik CPO tempat praktikum belum tuntas
akibat waktunya yang terlalu singkat.

Mengenai sarana dan prasarana pelatihan,
manajer LLKS-K3 (WWCR-22) menyatakan bahwa
“Sarana dan prasara berupa ruang kelas, bahan ajar,
media pembelajaran dan sarana paktikum telah
memadai sesuai dengan yang direncanakan”.Ketua
tim pelaksana pelatihan (WWCR-23) mengemukakan
bahwa “Sarana dan prasara berupa ruang kelas, bahan
ajar, media pembelajaran dan sarana paktikum telah
memadai sesuai dengan yang direncanakan”. Salah
satu anggota Tim pelaksana kegiatan yang mewakili
unsur  perusahaan pengirim peserta pelatihan
(WWCR-24)mengatakan bahwa “Sarana dan prasaran
pelatihan berupa ruang kelas, bahan ajar, media
pembelajaran dan sarana paktikum telah memadai
sesuai dengan yang direncanakan”. Mengenai peserta,
manajer LLKS-K3 (WWCR-25) mengatakan bahwa
“dari dari aspek sikap dan perilaku sangat baik,dari
aspek pengetahuan disimpulkan bahwa semuanya
mendapat nilai cukup (41-60), tetapi dari aspek
keterampilan, seluruhnya (100 %) dinilai kurang atau
nilainya antara 21 sampai 40”. Instruktur (WWCR-
27) juga mengemukakan bahwa “dari dari aspek

sikap dan perilaku sangat baik, dari aspek
pengetahuan  disimpulkan  bahwa semuanya
mendapat nilai cukup (41-60), tetapi dari aspek
keterampilan, seluruhnya (100 %) dinilai sangat
kurang atau nilainya antara 21-40”. Asesor (WWCR-
28) menyatakan bahwa “dari dari aspek sikap dan
perilaku sangat baik, dari aspek pengetahuan
disimpulkan bahwa semuanya mendapat nilai cukup
(41-60), tetapi dari aspek keterampilan, seluruhnya
(100 %) dinilai sangat kurang atau nilainya antara 21-
40”.

5. KESIMPULAN

Dari sisi manajemen pelatihan,
perencanaantelah  dipersiapkan  dengan  baik,
pengorganisasianjuga baik dimana tim pelaksana
pelatihan merupakan Tim Gabungan yang terdiri dari
unsur LLKS-K3 vyang diatur dengan jelas job
description nya. Pelaksanaan sesuai dengan
perencanaan, dan evaluasi terhadap peserta pelatihan
oleh asesor dan tim pelaksana dilakukan, demikian
pula valuasi terhadap pelaksanaan pelatihan oleh
peserta pelatihan juga dilakukan.

Dari evaluasi asesor terhadap lembar postes
dan praktik peserta pelatihan  hasilnya sebagai
berikut: (a)Nilai postesdari 30 orang peserta pelatihan
(100 %) cukup atau nilainya antara 41 sampai 60,
(b)Seluruh peserta pelatihan (100%), nilai praktik
pemeriksaan penerapan norma K3 untuk menemukan
masalah K3 dan pemecahan masalahnya di pabrik
CPO tempat praktikum nilainya sangat kurang atau
nilainya antara antara 21 sampai 40.

Dari hasil evaluasi instruktur dan tim
pelaksana terhadap sikap dan perilaku peserta
pelatihan, seluruh peserta pelatihan (100 %) dinilai
baik atau nilainya antara 61-80.

Darihasil evaluasi seluruh (100%) peserta
pelatihan terhadap instruktur, timpelaksana pelatihan,
sarana dan prasarana, proses pembelajaran dinilai
baik. Tetapi peserta menilai bahwa jam pelajaran
yang tersedia untuk pembelajaran di kelas masih
kurang dan jam pelajarannya untuk praktikum sangat
kurang dan perlu dievaluasi lagi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
walaupun manajemen pelatihan telah dilaksanakan
sesuai dengan perencanaan, tetapi ternyata hasilnya
dari sisi pengetahuan cukup efektif tetapi dari sisi
keterampilan praktik kurang efektif.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Tim
pelaksana pelatihan adalah untuk pelatihan anggota
Safety Committee di pabrik CPO dimasa-masa yang
akan datang, hendaknya kurikulum pelatihan tersebut
ditinjau kembali agar waktunya ditambah sesuai
dengan kebutuhan.Peserta pelatinan Norma K3
berjumlah 30 orang anggota Safety Committee pada
16 pabrik CPO dilingkungan PTPN-1V tersebut
ditingkatkan keterampilannya dalam hal pemeriksaan
penerapan K3 di pabrik CPO guna menemukan
masalah K3 beserta saran pemecahan masalahnya.
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